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BAB IV  

PENUTUP 

 

Bab akhir dari penulisan skripsi ini mencakup beberapa bagian penting, 

termasuk kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, dan 

dampak dari hasil penelitian. Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan 

sebelumnya, peneliti akan merangkum temuan yang relevan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang diajukan. Selain itu, terdapat saran-saran yang akan 

diberikan berdasarkan hasil temuan yang telah disajikan. 

4.1.Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dalam penelitian dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Program Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 

Komunal di Kota Semarang  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program IPAL komunal di 

wilayah Kota Semarang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 

secara umum ada beberapa fenomena yang digunakan untuk menilai 

jalannya implementasi program pengadaan IPAL komunal yang kemudian 

dianalisis dengan variabel teori implementasi kebijakan dari Van Meter & 

Van Horn. Selengkapnya akan peneliti jabarkan sebagai berikut: 
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a. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Program IPAL komunal telah memenuhi kebutuhan masyarakat, 

terutama bagi warga yang tidak memiliki septic tank individu. 

Infrastruktur telah dibangun dengan baik dan dimanfaatkan secara 

optimal serta berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebijakan telah mencapai standar dan sasaran 

yang sesuai dengan maksud dan tujuan pada Perda Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.  

b. Sumber-sumber Kebijakan 

Sumber daya dalam bentuk anggaran dan tenaga teknis dari 

Disperkim sudah mencukupi untuk membangun IPAL komunal. 

Namun, dalam aspek sumber daya manusia, belum adanya sumber 

daya Disperkim yang terlibat dalam proses operasionalisasi. Hal ini 

dapat menjadi tantangan dalam pemeliharaan jangka panjang. 

c. Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana 

Disperkim berperan sebagai pelaksana pembangunan, sedangkan 

pengelolaan dan pemeliharaan IPAL diserahkan kepada masyarakat 

melalui Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP). Meskipun 

kompetensi pelaksana dari Disperkim sudah baik, ketiadaan peran 

operasional Disperkim menciptakan risiko bahwa IPAL akan 

menjadi infrastruktur yang mangkrak apabila dalam hal ini 

masyarakat sebagai pihak pengelola tidak memiliki kapasitas teknis 
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karena distribusi informasi mengenai teknis pemeliharaan masih 

terbatas sebab tidak adanya bimbingan teknis khusus bagi 

masyarakat. 

d. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

Koordinasi antara pemerintah daerah, kelurahan, dan masyarakat 

telah berjalan cukup baik, terbukti dari adanya usulan masyarakat 

dalam Musrenbang yang kemudian direalisasikan dalam program 

IPAL komunal. Meskipun sistem ini berjalan cukup baik di 

Kelurahan Kuningan dan Sekayu, hasil kegiatan monitoring dan 

evaluasi Disperkim menunjukkan adanya kesenjangan data antara 

laporan resmi dan kondisi faktual di lapangan, terutama terkait 

sistem iuran dan pemeliharaan. 

e. Sikap Pelaksana 

Disperkim telah melaksanakan perencanaan dan pembangunan 

dengan baik, namun belun adanya disposisi operasional setelah 

pembangunan menyebabkan kerusakan unit IPAL sering dibiarkan 

tanpa pemeliharaan berkelanjutan, dan kebutuhan operasional 

seperti pemeliharaan, pengawasan, dan manajemen limbah tidak 

terantisipasi dengan baik. Hal ini menjadikan pengelolaan IPAL 

sepenuhnya bergantung pada pemahaman masyarakat yang 

diperoleh melalui sosialisasi umum. 

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
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Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat cukup tinggi, 

terutama dalam pembayaran iuran dan pengelolaan IPAL. Namun, 

dalam beberapa kasus, sistem pemeliharaan dan iuran masih 

menghadapi tantangan karena tidak adanya regulasi khusus yang 

mengatur mekanisme tersebut. 

2. Implikasi Temuan Penelitian 

Dari temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

program IPAL komunal telah berjalan dengan baik, tetapi masih memiliki 

beberapa tantangan, terutama dalam: 

a. Kurangnya bimbingan teknis untuk pengelola IPAL dan tidak 

adanya sumber daya Disperkim dalam tahap operasionalisasi, yang 

dapat berdampak pada pemeliharaan jangka panjang.  

b. Ketimpangan data dalam hasil monitoring dan evaluasi Disperkim, 

yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan berbasis 

data. 

c. Tidak adanya regulasi mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak 

membayar iuran atau melakukan pelanggaran, sehingga kebijakan 

ini belum memiliki instrumen pemaksa kepatuhan. 

4.2.Saran 

Dengan mengacu pada hasil analisis yang sudah dilakukan peneliti, terkait 

dengan implementasi program pengadaan IPAL komunal di Kota Semarang yang 

masih menghadapi tantangan, berikut saran yang dapat dijadikan pertimbangan 
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untuk memperbaiki ketidakoptimalan yang ditemukan dalam penelitian, sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis 

Disperkim perlu menyediakan bimbingan teknis secara berkala bagi 

pengelola IPAL komunal agar mereka memiliki pemahaman yang baik 

dalam operasionalisasi, pemeliharaan, dan perbaikan IPAL. 

Mengalokasikan tenaga ahli atau teknisi khusus yang dapat membantu 

pengelola IPAL saat mengalami kendala teknis dalam operasionalisasi 

sistem. Menggandeng perguruan tinggi atau sektor swasta untuk melakukan 

penelitian dan inovasi terkait pemeliharaan dan optimalisasi pengelolaan 

IPAL. 

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data 

Disperkim perlu menetapkan standar pencatatan dan pelaporan data agar 

monitoring dan evaluasi memiliki akurasi dan konsistensi dalam 

penyusunan laporan. Mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi 

yang memungkinkan pengelolaan data IPAL secara terpadu, real-time, dan 

dapat diakses dengan mudah untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat 

dan tepat. Menyusun indikator kinerja spesifik, seperti tingkat 

operasionalisasi, jumlah pengguna aktif, serta tingkat keberlanjutan 

pemeliharaan, agar kebijakan lebih terukur. 

3. Penyusunan Regulasi yang Lebih Kuat 
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Disperkim perlu mengusulkan regulasi yang mengatur kewajiban 

masyarakat dalam membayar iuran serta sanksi administratif bagi yang 

tidak mematuhi ketentuan. Memberikan insentif bagi masyarakat yang 

tertib dalam pembayaran iuran dan menjaga fasilitas IPAL, serta 

menerapkan disinsentif bagi yang melanggar aturan. Berkoordinasi dengan 

DPRD dan instansi terkait untuk memastikan dukungan regulasi dan alokasi 

anggaran yang cukup bagi keberlanjutan program IPAL. 

4. Penguatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan IPAL 

Melakukan kampanye kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya 

IPAL komunal dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam 

operasional dan pemeliharaannya. Mendorong prinsip gotong royong dalam 

menjaga keberlanjutan IPAL, misalnya dengan sistem iuran bersama atau 

dana cadangan perbaikan fasilitas. 

Dengan implementasi saran ini, Disperkim dapat meningkatkan 

efektivitas implementasi kebijakan IPAL komunal, memastikan keberlanjutan 

pemeliharaan, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendukung sistem 

sanitasi yang lebih baik di Kota Semarang. 
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LAMPIRAN 1 

INTERVIEW GUIDE 

Fenomena 

Pengamatan 
Sub Fenomena Pertanyaan 

Informan 

1 2 3 4 5 6 

Implementasi 

Program 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

di Kota Semarang 

Maksud dan Tujuan Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan air limbah domestik di 

Kota Semarang? 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mengapa implementasi program 

pengelolaan air limbah domestik di 

Kota Semarang perlu dilaksanakan? 

Kewajiban Apakah sudah dilaksanakan 

pengurangan kuantitas air limbah 

domestik dari masing-masing 

tempat tinggal masyarakat? 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Apakah air limbah domestik dari 

masing-masing tempat tinggal 

masyarakat sudah dibuang ke sarana 

yang tepat? 

Partisipasi Masyarakat Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan, 

pembangunan, pengoperasionalan 

(retribusi), dan pemeliharaan 

pengelolaan air limbah domestik? 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam memberikan kritik dan saran 
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terkait dengan pengelolaan air 

limbah domestik? 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Bagaimana pelaksanaan sosialisasi 

mengenai hukum yang menjadi 

dasar pengelolaan air limbah 

domestik? 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bagiamana pelaksanaan sosialisasi, 

pelatihan atau bimbingan teknis 

tentang penerapan teknologi 

pengolahan air limbah domestik? 

Bagaimana ketaatan masyarakat 

terhadap pengelolaan air limbah 

domestik masing-masing tempat 

tinggal masyarakat? 

Sanksi Apakah terdapat pemberian sanksi-

sanksi apabila terdapat pelanggaran?  
✓      

Faktor Pendorong 

dan Penghambat 

Program 

Pengelolaan Air 

Limbah Domestik 

di Kota Semarang 

 

Standar dan Sasaran 

Kebijakan 

Bagaimana proses penetapan standar 

dan ukuran pelaksanaan program 

pengadaan sistem pengelolaan air 

limbah domestik di Kota Semarang? 

✓ ✓     

Bagaimana bentuk standar yang 

sudah ditetapkan? 

Bagaimana proses pelaksanaan 

standar yang sudah ditetapkan? 

Bagaimana proses penetapan 

sasaran pelaksanaan program 

pengadaan IPAL Komunal di Kota 

Semarang? 
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Siapa saja cakupan sasaran 

pelaksanaan program pengadaan 

IPAL Komunal di Kota Semarang? 

Bagaimana ketepatan sasaran 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

    

Sumber-sumber 

Kebijakan 

Bagaimana kualitas dan kuantitas 

sumberdaya dalam pelaksanaan 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

✓ ✓ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Bagaimana ketersediaan sarana 

penunjang dalam pelaksanaan 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

Dari mana sumber daya anggaran 

diperoleh? Dan berapa alokasi 

anggaran untuk pelaksanaan 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

Berapa lama waktu yang 

dimanfaatkan untuk melaksanakan 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

  

Karakteristik 

Lembaga/Organisasi 

Pelaksana 

Bagaimana organisasi membagi 

tugas, fungsi, serta wewenang dari 

tiap-tiap pelaksana sesuai dengan 

kompetensi dalam program 

pengadaan IPAL Komunal di Kota 

Semarang?  

✓ ✓     
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Bagaimana kompetensi pelaksana 

program pengadaan IPAL Komunal 

di Kota Semarang? 

Bagaimana norma-norma yang ada 

dalam organisasi untuk mengukur 

profesionalisme pelaksana 

kebijakan? 

Komunikasi 

Antarorganisasi dan 

Kegiatan-kegiatan 

Pelaksanaan 

Bagaimana jalannya komunikasi dan 

koordinasi antarorganisasi yang 

terlibat dalam program pengadaan 

IPAL Komunal di Kota Semarang? 

✓ ✓     Apakah pernah ada miskomunikasi 

dalam pelaksanaan program? 

Bagaimana kegiatan pengawasan 

yang dilakukan baik dari internal 

maupun eksternal? 

Sikap Pelaksana Bagaimana sikap dan komitmen 

pelaksana program? 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Bagaimana pemahaman dan 

peningkatan kemampuan pelaksana 

program? 

Bagaimana sikap pelaksana program 

saat dihadapkan dengan tantangan 

dan perubahan di lapangan saat 

melaksanakan program? 

Kondisi Sosial, Ekonomi, 

dan Politik 

Bagaimana pengaruh kondisi 

stabilitas politik dalam mendorong 

keberhasilan pelaksanaan program 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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pengadaan IPAL Komunal di Kota 

Semarang? 

Bagaimana pengaruh elit politik 

dalam mendukung pelaksanaan 

program program pengadaan IPAL 

Komunal di Kota Semarang? 

Bagaimana tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap program 

pengadaan IPAL Komunal di Kota 

Semarang? 

Bagaimana kondisi ekonomi 

masyarakat sasaran dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap keberhasilan 

program pengadaan IPAL Komunal? 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Keterangan Informan: 

1 = Pegawai Bidang PSU Disperkim 

2 = Pegawai Bidang PSU Disperkim 

3 = KPP Kelurahan Kuningan 

4 = Masyarakat Kelurahan Kuningan 

5 = KPP Kelurahan Sekayu 

6 = Masyarakat Kelurahan Sekayu 
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LAMPIRAN 2 

 

DOKUMENTASI 

Lokasi Penelitian 
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Dokumentasi Informan 
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LAMPIRAN 3 

 

SURAT PENELITIAN 
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